
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi 

dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu 

titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan 

Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi 

pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan 

nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 

pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun 

secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah 

daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang 

disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain 

rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan 

rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya 

pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di 

wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya 

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) 

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

masyarakat. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja dan (Renja Satpol PP) Tahun 2017 

adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran 

untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016 , program dan kegiatan, indikator kinerja dan 

kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2016. 

Renja Satpol PP Tahun 2017 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Bappeda Tahun 2017 pada dasarnya 

adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja Bappeda Tahun 

2017 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas 



Plafon Anggaran Sementara serta  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

2016. 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan 

rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 (Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017) sebagai pedoman bagi 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta 

mengingat waktu  bagi Bupati dan Wakil Bupati  terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2015 

untuk menyusun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 serta Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017,  maka 

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 dapat menjadi dasar dalam 

penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang 

relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat  sampai dengan tersusunnya 

kembali RPJMD untuk Tahun 2021-2026. 

 

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Satpol PP Kabupaten Padang 

Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

2017, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Satpol PP. Sebagai 

satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 

dibidang  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakkan produk hukum 

daerah, dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh 

Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang 

kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka 

sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan 

pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati 

yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.  

 

 

1.2. Landasan Hukum 

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda 

Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 



2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

13) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2016-2019; 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan 



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  59 Tahun 2007  Perubahan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

17) Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;  

18) Permendagri 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2016; 

19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2005-2025. 

20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

2005-2025 

21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030; 

22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

2010-2016; 

23)   Peraturan Daerah Kab. Padang Pariman Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan         

Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Padang Pariaman. 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Maksud 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP disusun untuk memenuhi maksud Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran 

tentang program kegiatan pembangunan Satpol PP tahun 2015 guna mencapai sasaran 

pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan strategis internal 

maupun eksternal. 

 

 

 

 



Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP adalah : 

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan 

Satpol PP.  

2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Satpol PP sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan; 

3) Menyelaraskan program dan kegiatan Satpol PP dengan Rencana Pembanguna daerah 

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan 

sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan 

4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif 

untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman. 

 

1.4. Sistematika Penulisan  

Penyajian Renja Bappeda disusun menurut sistimatika sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja 

SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya  dapat dipahami dengan baik. 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan 

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra 

SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak 

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, 

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran SKPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan  

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis 

besar isi dokumen. 

 

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  SKPD TAHUN LALU  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra  

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD 

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),  

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 



2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan; 

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan; 

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator 

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan SKPD;  

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas 

dan fungsi SKPD; 

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium 

Developmnet Goals); 

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis 

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 

yang direncanakan. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Berisikan uraian mengenai: 

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD 

dengan hasil analisis kebutuhan; 

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat 

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal 

RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan  

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 



Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait 

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi 

maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD 

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari 

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota 

(bila sudah dilakukan). 

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan 

pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 

2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 

 

BAB III. TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan 

nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi SKPD. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja  SKPD 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra SKPD. 

3.3 Program dan Kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai: 

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program 

dan kegiatan. 

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain 

meliputi:  

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan. 

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke 

berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau 

kelompok masyarakat tertentu). 

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber 

pendanaannya. 

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun 

kombinasi keduanya. 

 

 



BAB IV. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan. 

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

3) Rencana tindak lanjut. 

 

 
 
 

 
 

 



 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  SKPD TAHUN LALU 
 

 
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 
 

1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2015 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011, 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman, 

Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dalam menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;. Sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan 

mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Satpol PP adalah :  

 

“Menjadi Fasilitator Yang Handal Dan Profesional Dalam Penyelenggaraan 

Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Padang 

Pariaman”. 

 

Pelaksanaan kegiatan Satpol PP Tahun 2015 secara umum selaras dengan Renja 

Satpol PP 2015, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan 

keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan 

Satpol PP Tahun 2015 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015. Renja Satpol PP pada dasarnya menyajikan 

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP 

Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. 

1) Penetapan Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator 

kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil 

(outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut 

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. 

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja 

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

 

2) Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015 

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 dan 

DPA Tahun 2015 Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh 

target pendapatan dan alokasi anggaran belanja, realisasi belanja secara 

keseluruhan hanya sebesar Rp.3.183.425.015,00 atau 94,80 % dari anggaran 



belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 3.358.193.186,60. Realisasi belanja operasi 

hanya sebesar Rp. 3.156.274.765,00 atau 94,78 % dari anggaran belanja operasi 

yang ditetapkan sebesar Rp.3.330.193.186,60 sedangkan realisai belanja modal 

sebesar Rp.27.150.250,00 atau 96,97 % dari anggaran belanja modal yang 

ditetapkan sebesar Rp.28.000.000,00 

Hasil Renja Satpol PP Tahun 2015 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal 

dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya 

semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci 

evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2015 diuraikan pada Lampiran 1. 

Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 

Kabupaten Padang Padang Pariaman



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 

Kabupaten Padang Padang Pariaman riaman 
 

............, 20.... 

Kepala SKPD *) .................... 

 



2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satpol PP berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan 

fungsi masing-masing Satpol PP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan kinerja pelayanan, sebagaimana diuraikan pada kinerja 

pelayanan Satpol PP. 

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dimana terdiri dari 17 Kecamatan dan 60 

Nagari Penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan 

gangguan Ketentraman dan Ketertiban.  

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di 

Kabupaten Padang Pariaman, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif 

dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai 

motivator.  

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di 

Kabupaten Padang Pariaman relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. 

Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan 

kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati 

kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha. 

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan 

pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka 

menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. 

Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman 

menunjukkan angka variatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud 

adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran 

Pendidikan dan Latihan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) karena hingga saat 

ini baru ada 1 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman 

yang berstatus sebagai PPNS.  



Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Padang 

Pariaman: 

Faktor Internal : 

a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil; 

b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana; 

c. Masih perlunya penambahan Anggaran. 

 

Faktor Eksternal : 

d. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;  

e. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; 

f. Sering terjadinya persengketaan dan ekses politik; 

g. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan 

    

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di 

Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar 

yang  harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, 

ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 

2016 harus mencapai persentase 80%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan 

domainnya Satpol PP. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 

(ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya 

mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, 

sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan 

pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. 

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan 

yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran 

yang cukup) adalah : 

a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, 

tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP; 

c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap 

pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan; 

d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP; 



e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan 

dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah; 

f. Monitoring dan evaluasi. 

 

1) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Aparatur 

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur Satpol PP 

untuk mengikuti pendidikan formal (Strata 1 dan Strata S2), pengiriman untuk 

pendidikan dan latihanstruktural/penjenjangan karir, dan pengiriman aparatur 

mengikuti kegiatan Sosialisasi dan undangan bimbingan teknis lingkup 

perencanaan yang diadakan berbagai institusi. 

Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya 

yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana 

terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, 

pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan 

lainnya.  

TABEL 2.2 
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI  

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG 

No Golongan Jumlah 
1 IV  3 orang 
2 III 12 orang 
3 II                  25 orang 
4 I                    1 orang 

 Jumlah 40 Orang 

            Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Satpol PP Tahun 2015 
Walaupun belum ada penelitian yang membuktikan signifikannya pengaruh 

tingkat pendidikan terhadap produktivitas kinerja sumber daya manusia, namun 

secara paralel, tingkat pendidikan yang didukung dengan pengalaman kerja 

yang tinggi pada suatu instansi, akan mempengaruhi tingkat keterampilan dan 

kreatifitas kerjanya. 

24) Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada lampiran kesatu, 

digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP yang dijabarkan 



melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun  2011 Tentang 

Rincian Uraian Tugas Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman dimana dijelaskan 

komposisi pejabat esselonering di Lingkungan  Satpol PP Kabupaten Padang 

Pariaman adalah sesuai dengan tabel  berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh 

pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing. 

TABEL 2.3 

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI  
BERDASARKAN ESSELONERING 

 

No Jabatan Jumlah 
1 Eselon II - 
2 Eselon III 1 
3 Eselon IV 6 

 Jumlah 7 orang 
            Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Satpol PP Tahun 2015 
 

 



2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan SKPD;  

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi SKPD; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerahTantangan 

dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun yang direncanakan. 

 

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat 

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan 

awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya 

berbeda; dan  

 

2.4.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang) 

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan 

pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 
TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja  SKPD 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran 

target kinerja Renstra SKPD. 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 

dan Prakiraan Maju Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 
PENUTUP 

 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 
dan Prakiraan Maju Tahun 2017 

           Nama SKPD : …………….           lembar …… dari ….... 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

 Indikator  
Kinerja Program 

/Kegiatan 

Rencana Tahun 2017  (Tahun Rencana) 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 

Lokasi 

Target Capaian 

Kinerja  
 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

Sumber Dana  

Target Capaian 

Kinerja  
 

Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 
 
 
 


